ABSTRAK

Selama ini penanggulangan kebakaran hutan yang disebabkan aktivitas korporasi
yang melaksanakan kegiatannya tanpa memperhatikan aspek lingkungan oleh
pemerintah berdasarkan sanksi hukum lingkungan belum efektif dikarenakan tidak
menimbulkan efek jera terhadap korporasi dan isu lingkungan terkait dengan
kebakaran hutan akan terus terjadi. Hal ini melatarbelakangi kebutuhan Indonesia
terhadap sanksi tambahan yang memberikan efek jera terhadap korporasi tersebut.
Penelitian ini menganalisis dampak pengaturan sanksi hukum lingkungan terhadap
korporasi dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia dan implementasi punitive
damages sebagai instrumen penguatan sanksi terhadap korporasi dalam kasus
kebakaran hutan di Indonesia yang menunjukkan hasil bahwa kasus kebakaran
hutan di Indonesia yang disebabkan korporasi terbukti mengalami peningkatan
dengan data korporasi yang melakukan pengulangan pembakaran hutan di wilayah
konsesinya yang menunjukkan bahwa sanksi yang ada salah satunya dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup tidak menimbulkan efek jera. Punitive damages hadir sebagai
sanksi tambahan yang dapat dimasukkan ke dalam hukum Indonesia dalam kasus
kebakaran hutan dengan dampak masif, adanya unsur kesengajaan, ada keuntungan
yang didapatkan, dan terjadi secara berulang. Implementasinya melalui tahapan
legal recognition, normative justification, legal adaptation dan consolidation
dalam bentuk putusan pengadilan oleh hakim, pembentukan PERMA, dan
penambahan pasal dalam UU Lingkungan Indonesia seperti UU PPLH.
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